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ABSTRAK

PELAKSANAAN PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: % 14PBLI2007 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR
(S1D) SEBAGALI PERWUJUDAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK

(PRUDENTIAL BANKING) DALAM PEMBERIAN KREDIT

(STUDI PADA BANK NAGARI CABANG PAINAN)

{ Thsan Herizul, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 04140206, 63 Hlm)

Sctiap Bank U'mum dibaruskan melakukan analisis vang mendalam tentang
kesanggupan setinp debitur dalam pemberian kredit sehagai salah satu penerapan
prinsip kehati-hatian bank. Dalam pelaksanasnnyva Bank Umum sering menpalami
kendala karena belum tersedianyva informast kualitas debitur yang utuh dan
komprehensil mengenai profil  debitue. Oleh sebab  itu, Bank  Indonesia
mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomaor @ @14 PRE2007, dan didukung
Surat Edaran Bank Indonesia Momar ;o I04T/DENP, entang sistem informasi
debitur. Penelitian ini menyoroti dan mendalami tentang pelaksanaan peraturan
teschul schagai perwujudan prinsip kebati-hatian bank dalam pemberian kredit
pala Bank Magari cabang Painan. Permasalaban yang penulis ambil dalam
penulisan skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan Peraturan Basnk |ndonesia
Momaor @ W14PRE2007 tentang Sistem [nformasi Debitur terbadap pemberian
kredit pada PBank MNagari cabang Painan dan kendala vang dihadapi dalam
pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ersebot pada Bank Nagar cabang Painan.
Metode penelitian vang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis.
Sumber data vang digunakan adalah (1) data sekunder, vaitu data vang diperoleh
dari kepustakaan, dan {2} data primer, yaitu data vang diperoleh dari lokasi
penelitian, vaite Bank MNagari cabang Painan. Pengumpulan data di lapangan
penulis lakukan dengan melakukan wawancara {fmierview) dengan pihak-pihak
vang herkompeten  dibidang perkreditan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut
dapat diketahui babwa dalam pelaksanaan Peraturan Bank Indoncsia Momor
OT4PRIZN0T, Bank Nagar cabang Painan wajih menvampaikan laporan Debitur
setiap bulan kepada Bank Indonesia secara online dengan menggunakan jaringan
ekatranet Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan Sistem [nformasi Debitur tersebut,
Bank Magari Cabang Painan menemukan beberapa kendala yang harus dibadapi.
dizntaranva adalah fasilitas kredit vang diterima Debitur sering tidak ter-update
oleh Bank Pelapor lain serta adanya debitur yang memiliki identitas ganda pada
Bank lain dalam pengajuan kredit. Dalam menghadapi kendala tersebut Bank
Magari Cabang Painan berupaya untuk mencari solusinva, diantaranva Bank
Magari Cabang Painan melzkukan survey lapangan terhadap identitas vang
diberikan oleh calon debiturnya, untuk menghindari terjadinva  pemalsuan
identitas dalam pengajuan kredit dan pada Bank Indonesia harus melakukan
pengawasan langsung maupun tidak langsung, terhadap Laporan Debitur yang
dibuat pleh setiap Bank Pelapor.



BAB 1

PENMIDAHULL AN

A. Latar Belakang

Dalam pemberian kredit. bank tidak dapat begitu saja memberikan
kredit dengan mudah, ada persyvaratan dan prosedur vang harus dipenuhi
dimana merupakan wujud pelaksansan “ponsip kehat-hation bank™ atan
dikenal juea dengan "Prodential Banking”, sesuai dengan pasal 2 undang-
undang nomor 10 Tahun 1998, Hal tersebut seiring dengan bunyi Pasal &, ayat
1. vang berbunyi ;

“Dalam membenikan kredit atan pembiavaan berdasarkan Prinsip

Syariah, Bank Umum wajib mempunyal kevakinan berdasarkan analisis

vang mendalam atas itikad dan kemampuoan serta kesanggupan MNasabah

Debitor untuk melunast ulangnyva atag mengembalikan pembiayvaan

dimaksud sesual dengan vang diperjanjikan.™

ari bunyi Pasal & ayat 1, diatas dapat kita ketabui hahwa dalam
pemberian kredit, Bank di haruskan melakukan analisis vang mendalam
tentang  kesangpopan debilumys dalam melunasi  utangnva, Dalam
kenvataanoya vang terjadi di lapangan, Bank Umuom mengalami kendala
dalam  penempan manajermen  risiko kredit yang  efektif karena  helum
tersedianva informasi kwalitas debitur yang otuh dan komprehensil mengenai
protil debitur.

Oleh sebab itu Bank Indonesia berdasarkan peraturan perundang-
undangan berperan untuk mengatur dan menpembangkan penyelenggaraan
sistemn intormasi antar bank maupun lembaga lain di bidang keuangan.

khususnya dalam rangka memperoleh dan menvediakan informasi debitur

Selain i uptuk meningkatkan cfektifitas dan elisienst penyelenpgoaraan



sistem informasi antar bank mavpun lembapa lain di bidang keuanpan vang
menghasilkan informasi yvang berkualitas, perlu dilakukan perluasan cakupan
pelapor dan pelaporan. pengembangan sistem serla penvempurnoan Gals carn
pelaporan/permintaan informasi debitur.

Berdasurkan hal tersebuotl Bank Indoncsia scbapa bank sentral telah
mengeluarkan Peraturan Bank  Indonesia Nomor @ 9 14PBLE20OT,  dan
didukung Surat BEdaran Bank Indonesia Momor @ TRAT/DPNP tanggal 23
Desember 2008, perihal sistem informasi debitur, dimana dengan adanya
sistem informast debitur ime Bank Umum dapat dengan mudah menzetabui
menzenal keaslian idenfitas debitur serta fasilitas penvediaan dana vang
diterima debitur pada Bank lain. Sehingpa dengan adanya informasi ini akan
dapat mengurangl resitko-resiko vang dihadapi bank akibat pemberian kredn
tersebut.

Tujuan di  kcluarkannya Peraturan Bank [ndonesia  Momor
SI4PBL2U07 tentang Sistem Informasi Debitur, pasal 2 menvebutkan balwa;

“Sisten Informasi Debitur diselengparakan dalam mingka
memperlancar proses Penyvediaan Dana, penerapan manajemen ristko.
dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenchan ketentuan vang
berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.™

Dengan dikelvarkannva Peratuman Bank Indonesia tersebut di atas. dan
Surat BEdaran Bank Indonesia Nomor @ 10040 DPNP tanggal 23 Desember
2008, perthal sistem informasi debitur, dibarapkan memberikan manfaat vang
besar bagi Bank Umuom di Indonesia, teratama dalam memberikan kepastian
tentang kualitas debitur dalam rangka penvaluran dana’ pemberian kredit bagi

dumnia wsaha,



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis

mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikul ;

L.

| B
H

Pelakzanaan Peraluran Bank Indonesia Nomor : 9/ 14/PRI2007 tentang
Sistem Informasi Debitur terhadap pemberian kredit pada Bank Nagari
cabang Painan telah dilaksanakan dengan baik, vang mana merupakan
pereujudan prinsip kehati-hatian bank (Prodential Banking) di dalam
menvalurkan dananya kepada masyvarakat (nasabahnva).
kendala-kendala yang dihadapi olch Bank MNagari cabang Painan dalam
pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor - 9/14/PBL2007 tentang
Sistem Informast Debiter terhadap pemberian kredit antara lain
a. Fasilitas kredit vany diterima Debitur, vang terdapat dalam Sistem
Informasi Debitur sering tidak ter-update oleh Bank Pelapor lain,
Untuk it menpatasi permasalahan wersebut,  diperlukan
pengawasan langsung atau pun tidak langsung dari Bank Indonesia.
b, Debitur menggunakan identitas vang baru atag berbeda denpan
identitas vang sudah pernah dilaporkan olech Bank lain dalam
pengajuan kredil. Bank MNagari cabang Painan dalam hal ini harus
memastikan ke  aslian  identitas  debiturnyva,  vaimne dengan
menghubungi  pihak-pihak  yang berwenang, serta melakukan

penelitian langsung ke lapangan.

a1l
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